
BUPATI NGAWI 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA TAHUN 2020 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai 
Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian 
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 9); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal"ll1n 'JQ()d. Nomor 1 '>6 'T'ambahan LPmharan Nenara .a.1,,A..&,.a.""4,..a..&. ...., '-' • ... ......, , ..,........,.., "'4,.1. ............. "'.a. ... ..,~ .a. b 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5578), sebag~1ma.11a telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Un<lang-Umlang Nu1nur 23 Tahun 2014 lt:nl.ang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipi!, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan (Berita Negara Republik indonesia 
Tahun 2019 Nomor 92); 
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13. Peratur?-n Pem~rintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pembenan TuI1Jangan Harl Raya Tahun 2020 Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia 
A Tl' 1· . ' .. mggota .u.epo 1s1an Negara Republik Indonesia, Pegawai 
Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau 
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor i32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6515); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Da!a.111 Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018; 

16. Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor 45jPMK.05j2020 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 
Harl Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Republik Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri 
Sipil, da...11 PenerLma Pensiun Atau Penerima T1..111jangan Ya11g 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 
Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peratura.11 
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02}; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 
Nomor 08). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARI R.f\YA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil di lingk11p Pemerintah Kabupaten NgaV\d. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Bel~ja Daerah Kabupaten Ngawi. 

8. Harl Raya adalah Harl Raya Idul Fitri. 

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran. a.tau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan selalru Kuasa 
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban 
}\n.ggaran PendapataJ1 dan Belanja DaeraJ1 berdasarkan SPM. 

BAB II 
PEMBERiAN TUNJANGA1'1 HARi RAYA 

Pasal 2 

(1) Penerima Tunjangan Harl Raya yang bersumber dari APBD adalah : 

a.PNS;dan 
b. Calon PNS. 

{2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {1), meliputi: 

a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri; 

b. PNS yang diperba..-itukan. pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah. 
Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah; 

c. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; 
dan 

d. penerima gaji darl PNS yang dinyatakan hilang. 

{3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi PNS dalam 
jabatan: 

a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; 
b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; 
c. fungsional ahli madya; 
d. fungsional ahli muda; 
e. fungsional ahli pertama; 
f. fungsional penyelia 
g. fungsional mahir; 
h. fungsional terampil; 
i. fungsionaJ pemula; dan 
j. pelaksana. 
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Pasal 3 

Tunjangan Harl Raya tidak diberikan kepada: 

a. Pejabat Negara; 
b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan 

pimpinan tinggi; 
c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara 

fungsional ahli utama; 
d. Anggota Dewa11 Perwalci!an Ralq1at Daerah; 
e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan 
f. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di 

luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya. 

Pasal 4 

(1) Tunjangan Harl Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 
bulan Maret. 

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan 
selisih kekurangan Tunjangan Harl Raya. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS 
meliputi: 

a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi: 

a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; 
atau 

b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; 

yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret 
dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS 

U bekerja. 

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon 
PNS, paling banyak meliputi : 

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

Pasal 5 

(1) Dalam hal PNS menerima lebih darl satu penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Tunjangan Harl Raya diberikan 
salah satu yangjumlahnya lebih besar. 

(2) Dalam hai PNS menerima lebih dari satu penghasiian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kelebihan pembayaran tersebut 
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/ duda atau 
penerima Tunjangan janda/ duda maka diberikan Tunjangan Harl Raya 
sekaligus Tunjangan Harl Raya penerima Pensiun janda/ duda atau 
Tu.njangan Hari Raya Penerima Ttmjangan janda/ duda. 

Pasal 6 

(1) Pengasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan 
potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak 
penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 
ditanggung pemerintah. 

BAB III 
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA 

Pasal 7 

U (1) Tunjangan Harl Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) harl kerja 
sebelum ta11ggal Ha.ri Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dapat dibayarkan, maka pembayaran dapat dilakukan setelah 
tanggal Harl Raya. 

Pasal 8 

Pembayaran Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibebankan 
pada DobL.~en Pelaks~~aan i\nggar~~ Satuan Kerja PerangJ:r~t Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 9 

Mekanisme Pencairan Tunjangan Harl Raya adalah sebagai berikut: 

U a. Perangkat Daerah mengajukan SPM ke Badan Keuangan dengan data 
dukung yang telah ditentukan, antara lain: 

1. Rekap Gaji; 
2. Id Billing Pajak; 
3. Kwitansi; dan 
4. SPM Tunj~~gan Harl Raya untuk Pembayaran Gaji Pokok, Tunjangan. 

Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum. 
b. SPM Tunjangan Harl Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji 

bulanan. 
c. Jenis SPM, termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau 

susulan pembayaran Tunjangan Harl Raya. 
d. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D setelah SPM diterima. 

Pasal 10 

Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran tunjangan Harl Raya yang 
dibayarkan mela!ui Benda.liara Pengeluaran, Bendahara Penge!uaran segera 
menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan harl raya ke Kas Umum 
Daerah. 
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Pasal 11 

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang 
mengalami mutasi pind!:lh agar dica"ltumkan keterangan pembayaran 
Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal l? ~ ~ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

ttd 

MOKH. SOD IQ TRIWIDIY ANTO 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal W ~ ~9-o 

BUPATI NGAWI, 

ttd 

BUOi SULISTYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR j J 


